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BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 74
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera

Selatan  Nomor  215/KPTS/BPKAD/2017  tentang
Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 139/KPTS/BPKAD/2017 tentang Alokasi Belanja
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten/kota dan Partai politik pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2017;

. bahwa berdasarkan surat Direktur  Jendral

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
tanggal 28 Februari 2017 Nomor S-
255/PK/2017 hal penyaluran Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Lahat tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Lahat Nomor 74 tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017.



Mengingat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Rl Tahun 2015
Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang  Pembinaan Dan  Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan



Standar, Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Menetapkan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Kabupaten Lahat tahun Anggaran
2017;

Peraturan Bupati Lahat Nomor 74 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 07
Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 74
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN



PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp 1.909.114.214.431,00 bertambah sejumlah Rp
82.326.768.625,08 sehingga menjadi Rp 1.991.440.983.056,08
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula : Rp 1.745.108.039.337,89
b. Bertambah /(berkurang) . Rp 59.756.800.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.804.864.839.337,89

setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula : Rp 1.904.114.214.431,00
b. Bertambah /(berkurang) : Rp 82.326.768.625,08
Jumlah Pendapatan Rp 1.986.440.983.056,08

setelah perubahan

Surplus/(Defisit) Rp (181.576.143.718,19)
setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan
1. Semula : Rp 164.006.175.093,11
2. Bertambah/(berkurang) : Rp 22.569.968.625,08

Jumlah Penerimaan  Rp 186.576.143.718,19
Pembiayaan setelah
perubahan

b) Pengeluaran

1. Semula : Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00
Pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah Pembiayaan Rp 181.576.143.718,19
Netto setelah

perubahan



Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00
anggaran setelah
perubahan

Pasal 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 3 April 2017

BUP A

i

Diundang di  Lahat H.S DIN ASWARI RIVA’l

Pada Tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 23



